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'DI dunia tipu-tipu 
Kamu tempat aku bertumpu 
Baik, jahat, abu-abu 
Tapi warnamu putih untukku' 
(Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu) 

B 
ARU-BARU ini, Wakj.l Ketua KPK 
Alexander Marwata dalam rapat 
kerja dengan Komisi III DPR di 
Gedung Nusantara II membuat 

pernyataan (pengakuan) bahwa pembe
rantasan korupsi telah gagal. Pernyataan 
itu seperti petir di siang bolong. i3etapa 
tidak? Pernyataan itu diutarakan dalam 
forum resmi (parlemen); disampaikan oleh 
pimpinan KPK, yang artinya pernyataan
nya ialah pernyataan institusi; dan di 
dalam momen yang memang dimaksud
kan untuk membahas hal terkait dengan 
pemberantasan korupsi. Publik mungkin 
tercengang beberapa saat dan bertanya
tanya: apa yang sesungguhnya terjadi? 

Jika masalah tersebut ialah hal yang 
rhenjadi wilayah publik, membicarakan
nya dimungkinkan. Oleh sebab itu, pertan
yaan lebih jauh bisa diajukan, tentu tetap 
dengan penuh kebijaksanaan, mengikuti 
garis yang dibuat sila keempat Pancasila. 
Pertanyaannya, ap~ila KPK gaga!, siapa 
sebenarnya yang gaga!? Atau di pundak 
siapa sebenarnya beban harusnya diletak
kan dalam kerangka agenda pemberan
tasan korupsi? 

Lebih jauh lagi, karena sekitar 100 hari 
• lagi akan ada suksesi kepemimpinan 

nasional, apa yang paling utama dan 
paling mendasar diwariskan kepada 
kepemimpinan baru? Bagaimana cara 
publik memahami problematika ini? 

Gagalnya sebuah agenda bangsa 
Pernyataan institusi KPK tentang kega

galannya tidaklah sesederhana diucapkan
nya kata gaga!. Mengapa? Pertama, karena 
pemberantasan korupsi merupakan (salah 
satu) agenda refqrmasi. Suatu agenda yang 
dimajukan ke depan, oleh karena korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN) telah sampa1. 
ke titik yang dipandang membahayakan 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 
Agenda pemberantasan korupsi harus 
dimaknai bukan sekadar ungkapan anti 
pada tindak pidana korupsi, melainkan 
juga agenda menyelamatkan masa depan 
bangsa. 

Kedua, sebagai bangsa merdeka, tentu 
saja s~tia asalah, seber~t apa p~ •. harus 
ditem jalan keluarnya sendir1 yang 
peny esa annya sepenuhnya bergantung 
pada bangsa sendiri. ·smgkatnya, tidak 
mungkin bangsa kita meminta bantuan 
kepada bangsa lain untuk mengatasi ma
salah yang dihadapikarena ketika institusi 
dikorups~ artinya telah terjadi 'pelemahan' 
dari dalam. Untuk melakukan perbaikan, 
tidak mungkin diundang kekuatan luar 
kecuali oleh kemauan dan kekuatan kita 
sendiri. 

Oleh sebab itulah, untuk membuat 
agenda bergerak, dibentuk suatu institusi 
baru yang bersifat ad hoc dengan maksud 
agar 'spirit' menyelamatkan masa depan 
bangsa, lewat pemberantasan korupsi, da
pat dijalankan. Secara demikian, institusi 
baru dimaksud ialah tubuh dari aspirasi 
publik. 

Dengan itu, perbaikan dari dalam masih 
dimungkinkan atau, jika boleh diseder
hanakan, institusi baru tersebut menjadi 

. 'selang' bagi masuknya energi baru dan 
pribadi-pribadi pilihan yang dapat lebih 
leluasa melakUkan perbaikan-perbaikan 

yang dibutuhkan. 
Ketiga, oleh karena itu, publik sebenar

nya memiliki concern yang sangat tinggi. 
Dengan itu, posisi KPK pada awalnya ialah 
tumpuan harapan publik. Realitas itu tidak 
bisa dibaca sebagai kecintaan pada insti
tusi baru tersebut, tetapi pada harapan 
terwujudnya agenda reformasi. Pada titik 
tersebut, harus diakui bahwa publik me
miliki keterbatasan. 
. Oleh sebab itu pula, publik memiliki 
perhatian dan harapan pada siapa saja 
yang akan masuk wilayah publik. Harapan 
tertinggi sudah barang tentu pada kepe
mimpinan nasional. Hal itu menjelaskan 
mengapa dalam suksesi kepemimpinan 
nasional sikap terhadap institusi baru 
tersebut dan lebih luas lagi sikap pada 
agenda pemberantasan korupsi menjadi 
isu yang krusial. 

Perhatian publik, bahkan perjuangan 
publik, dapat dirasakan sebagai hal yang 
benar-benar nyata ketika merespons 
upaya pelemahan KPK. Kita semua me
ngetahui bahwa tenaga utama menyela
matkan agenda pemberantasan korupsi 
ialah generasi baru, angkatan muda, dan 
mahasiswa. 

Dengan suatu kegeniusan dalam meru
muskan keadaan, gerakan menyimpulkan 
masalah sebagai: reformasi dikorupsi. 
Suatu rumusan yang tidak hanya mem
perlihatkan buruknya kead,aan, tapi juga 
langsung menunjukkan siapa yang paling 
bertangggung jawab atas gagalnya agenda 
bangsa untuk terwujud nyata. 

Dukungan politik 
Jika pemberantasan korupsi merupakan 

agenda bangsa, dapat dikatakan bahwa 
untuk mewujudkannya sangat ~utuhkan 
dukungan politik, baik dalam arti luas 
maupun dalam arti sempit. 
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Tanpa adanya dukungan politik yang 
kuat, mustahil agenda dapat diwujudkan, 
dan lebih spesifik lagi, tidak mungkin in- 1 
stitusi anak kandung dari reformasrdapat 
eksis terjaga, menjalankan kewajibannya 
dengan sepenuhnya mengacu pacta spirit 
reformasi. Mudah diduga bahwa tanpa 
dukungan politik yang akan terjadi justru 
sebaliknya. 

Memahami situasi yang ada, bisa dipa
hami hila hal-hal berikut ini tengah a tau 
akan terjadi. Satu, melemahnya institusi 
a tau bahkan gagalnya institusi menjalan
kan amanat reformasi--hal yang sudah 
dinyatakan oleh pimpinan KPK sendiri. Se
bagian kita barangkali akan berpandangan 
bahwa pelemahan akan berakibat pacta ba
nyak aspek, antara lain independensi dan 
sumber daya. Independensi akan terkait 
dengan penanganan kasus-kasus sensitif 
dan berdampak, sedangkan sumber daya 
an tara lain terkait person alia, pembiayaan, 
teknologi, dan ·berbagai aspek lainnya 
yang bersifat meningkatkan kemampuan 
institusi dalam melakukan perbaikan 'dari 
dalam'. 

Dua, menurunnya kepercayaan publik. 
Akibat dari yang kesatu, membawa aki
bat yang lebih luas, yakni merosotnya 
dukungan publik. Jika pacta masa sebe
lumnya publik memberikan seluruh per- I 
hatiannya, ketika ada intervensi kepada 

• KPK, dukungan demikian besar. Publik 
tentu ingat kasus 'cicak vs buaya'. Kini, 
yang tergelar justru sebaliknya, institusi 
seperti tengah berhadapan dengan publik. 

Langkah institusi berwajah ganda, pacta 
satu sisi ialah langkah hukum, tetapi tidak 
jarang ada yang menganggapnya langkah 
politik, bahkan ada yang menafsirkan 
lebih jauh sebagai langkah kekuasaan. 
Amat berbahaya hila tindakan penegakan 
hukum dicampuradukkan dengan tindak
an politik karena dengan serta-merta ia 
kehilangan energi untuk mewujudkan 
keadilan. 

Tiga, turunan darisatu dan dua menjadi 
lebih kompleks lagi, yakni merosotnya 
kepercayaan publik pada aspek yang lebih 
luas. Suatu gejala meluasnya tindak pidana 
korupsi terus terjadi, terutama akibat ada 
persepsi bahwa hukum dikendalikan oleh • 
politik dan kekuasaan sehingga dengan 
kedekatan politik seakan memiliki ke
leluasaan untuk melampaui hukum. 

Situasi itu dapat ditafsirkan sebagai geja
la makin merosotnya stan dar moral dalam 
tata kelola. Dalam situasi yang demikian, 
tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 
cepat atau lambat pada akhirnya akan 
berdampak pacta stabilitas ekonomi dan 
politik itu sendiri. Hal-hal di atas seperti 
sedang berlomba memanifes, yang satu 
bukannya mengendalikan a tau mengeram j 
yang lain, tetapi sebaliknya: saling menjadi 
pemicu dan pendorong satu sama lain. 

Apa yang penting untuk menjadi per
hatian publik ialah berlangsuDgnva per
baikan dari dalam, tetapi pada l<enyataan 
yang kini berlangsung justru sebaliknya, 
yakni pelemahan atau dalam batas-batas 
tertentu, mungkin dapat disebut sebagai 
perusakan tata kelola . Minimnya du
kungan politik terhadap penuntasan agen
da reformasi tidak hanya membuat agenda 
tersebut gagal menjadi nyata, tetapi juga 
sebenarnya akan menimbulkan dampak 
yang lebih besar, yakni kerusakan tata 
kelola yang mengancam hid up berbangsa 
dan bernegara. 

Masa depan 
Sangat dimungkinkan adanya perta

nyaan yang bersifat strategis. Mengapa 
pernyataan teritang realitas agenda pem
berantasan korupsi muncul sekitar 100 
hari menjelang suksesi kepemimpinan 
nasional? Apakah itu pesan kepada masa 
kini atauharapan pada masa depan? Atau 
bagi keduanya secara simultan? Jika di
andaikan sebagai pesan simultan, apa yang 
sebaiknya berkembang agar perbaikan 
tetap dimungkinkan pacta masa depan. 

Beberapa inovasi politik mungkin bisa 
· dipertimbangkan. Pertama, polarisasi poli

tik praktis harus diakhiri dan digantikan 
dengan kompetisi gagasan yang melam
paui politik praktis. Segala pikiran yang 
sudah mulai berkemas ke 2029 sebaiknya 
dihindari karena dari sanalah polarisasi 
politik praktis akan terus berkembang. 
Pikiran warga bangsa akan sangat baik 
jika difasilitasi untuk muncul berlo.mba 
menemukan jalan terbaik dalam meng
atasi problem kekinian dan tantangan 
masa depannya. · 

Kedua, perlunya kejelasan akan komit
men politik pada penuntasan agenda 
reformasi. Segala keraguan yang dapat 
membangkitkan delegitimasi perlu diatasi 
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"'dengan sikap jelas, apa yang akan dilaku
kan setelah otoritas formal dipegang. 
Memang pada gilirannya akan berg an tung 
pada pilihan dan proses pembi'mtukan tim 
karena dari sanalah akan jelas arah politik 
yang diambil. Apa pun itu, diluar proses 
internal, secara eksternal am at perlu dijaga 
kondisivitas demokrasi. 

Ketiga, perlunya dibangkitkan kembali 
agenda reformasi tata kelola, me.respons 
tantangan yang boleh jadi lebih kom
pleks jika dibandingkan dengan pasca
Reformasi 1998. Langkah itu tidak hanya 
membutuhkan komitmen politik, tetapi 
juga dukungan politik. Dukungan tidak 
hanya dari dalam, tapi juga dari luar, yakni 
suatu kombinasi dan kolaborasi yang kuat 
dan teguh. 

Pacta titik itulah pentingnya platform 
agar kerja sama politik tidak selalu ditun
tun oleh kepentingan pragmatik, tetapi 
juga suatu komitmen bagi masa depan 
bangsa. Dengan begitu, masa depan in
stitusi akan lebih cerah dan meyakinkan. 
Dapat disuarakan Repada kepemimpinan 
nasional ya!lg akan datang bahwa tugas 
berat di pundaknya bukan semata menata 
pemerintahan, melainkan membangun 
kembali tata kelola yang kian melemah 
yang bermakna menata kehidupan ber
negara secara keseluruhan. 

Ketiga hal itula!l yang mungkin diharap
kan publik pacta hari-hari ke depan. Suatu 
tanda bahwa keadaan baru yang lebih baik 
akan datang. 

Bukankah itu yang diharapkan dari 
. sirkulasi kekuasaan sebagai buah dari 
proses demokrasi yang sehat? Sudah ba
rang tentu yang tidak diharapkan ialah 
kondisi sebaliknya yang mana publik rna
kin tidak percaya dan makin tidak ambil 
pusing atas apa yang berlangsung. 

Sebagaimana dilukiskan Yura Yunita: 
dunia tipu-tipu makin berjaya. Kita tidak 
ingin senandung nyanyian itu diam-diam 
merata di dalam benak warga negara. Jika 
itu yang justru berlangsung, bukan tidak 
mungkin waktu akan membentuk jalan 
sendiri agar keadilan yang merupakan 
inti dari reformasi mendapatkan lintasan 
yang menyakinkan untuk bisa hadir nyata 
dalam hid up berbangsa dan bernegara. 


